



Sumber : SPT PPh 21 PT.PJK, 2016 
Gambar diatas menunjukan perlakuan kompensasi akibat kelebihan 
bayar PPh pasal 21 PT.PJK dalam SPT masa PPh pasal 21 pembetulan bulan 
Januari kelebihan penyetoran PPh pasal 21 didapat dari PPh pasal 21 pada 
SPT normal. PPh pasal 21 yang lebih disetor didapat dari PPh pasal 21 yang 
dengan PTKP baru yaitu Rp 52.083 dikurangi dengan PPh pasal 21 pada SPT 
normal atau dengan PTKP lama yaitu Rp 225.000 sehingga hasilnya lebih 
bayar Rp 172.917. lebih bayar tersebut dikompensasikan pada masa Juli 2016 















Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan maka penulis dapat 
memperoleh kesimpulan: 
1. Apabila menggunakan PTKP baru, besar pajak terutang menjadi lebih 
kecil dari pada menggunakan PTKP lama,  hal tersebut dikarenakan 
kenaikan PTKP dari Rp. 36.000.000 pertahun menjadi Rp. 54.000.000 
pertahun. 
2. Selisih dari setiap bulan tersebut merupakan lebih bayar pegawai tetap 
yang diakibatkan oleh kenaikan PTKP menyebabkan PPh pasal 21 
menjadi lebih kecil apabila menggunakan penghitungan memakai PTKP 
baru. Dan mengkoreksi perhitungan PPh pasal 21 sebelumnya yang 
memakai PTKP lama sebagai dampak kenaikan atau perubahan PTKP. 
Lebih bayar tersebut merupakan hak wajib pajak dalam hal ini pegawai 
tetap PT.PJK, oleh karena itu lebih bayar tidak dapat diuangkan  tetapi 
akan dikompensasikan pada masa pajak Juli 2017 sampai Desember 2017. 
3. SPT PPh pasal 21 masa Januari sampai Juni 2016 dihitung dengan 
menggunakan PTKP lama harus dikoreksi akibat perubahan PTKP. PPh 
pasal 21 menggunakan PTKP lama harus dihitung kembali dengan 
menggunakan PTKP baru, maka PPh pasal 21 akan mengalami penurunan 
yang disebabkan PKP juga menurun dikarenakan penggunaan PTKP yang 
mengalami kenaikan, selain itu PT.PJK harus melakukan pembetulan 
SPT PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan Juni 2016. SPT pembetulan 
tersebut dilakukan pada saat peraturan perubahan PTKP keluar yaitu pada 
bulan Juli 2016. PT.PJK melaporkan SPT pembetulan PPh pasal 21 masa 




Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memberikan saran bagi 
beberapa pihak diantaranya yaitu: 
1. Bagi wajib pajak 
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Wajib pajak perlu mengetahui perubahan aturan perpajakan yang terbaru 
seperti halnya perubahan PTKP, sehingga apabila terjadi kelebihan bayar 
PPh pasal 21 dapat mengkompesasikan kelebihan bayar tersebut pada 
masa berikutnya, hal tersebut sangat mengutungkan wajib pajak. 
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat memperdalam mengenai 
kasus dalam perubahan PTKP tidak hanya pada pegawai tetap tetapi juga 



















Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, 
penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak 
39 
 
penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang 
pribadi. http://pajak.go.idTanggal 7 Agustus 2015 / 
http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2016 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PMK NOMOR : 101/PMK.010/2016 
Tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak / 
https://www.online-pajak.com/id/peraturan-menteri-keuangan-
101pmk0102016 
Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet PajakPajakPenghasilan. Yogyakarta: Andi 
Suryo dan Sri. 2006. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan  
AMP YKPN 
   
 
 
 
 
 
 
 
